PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 186 TAHUN 2009

TENTANG -

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PROSEDUR PEMBERIAN CUTI

Menimbang

- Mengingat

PEGAWAI NEGERISIPIL. . :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,

ta

—

bahwa dengan berlakynya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008:
tentang Organisasl Perangkat . Daerah, maka Pendelegaslan’
Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di-
Lingkungan ‘Pernerintah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta;
sebagalmana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor | 1874
Tahun 1992 peru dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisl saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana -dimaksud . pada

. huruf a dan untuk percepatan dan efektifitas pelayanan administrasi

pemberian- -Cufi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil;; C :

.Undang-Undéng Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokaokok

Kepegawaiari sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999; - o : ' '

. Undang-Undang Nomo_i' 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; - o : ‘

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinst
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai:lbukota Negara Kesatuan

Republik indonesia;



Menetapkan

10.

1.

Peraturan-Pemerintéh Nomor 24- Tahun 1876 tentang Cutl Pegawal
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1879 tentang Pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil; ‘ o

Peratdran 'Pemerlntah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan _
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ’

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pe_mberhantian Pagawai Negeri Sipil;

. Peraturan ﬁ‘émeﬁntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

Peraturém Menteri Dalam: Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan L’ééerah Nomdr 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; :

' MEMUTUSKAN :

. PERATURAN: GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
" DAN PROSEQUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1.

2,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

~ Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan.:

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi‘\
Daerah ‘Khusus lbukota Jakarta ‘'sebagal unsur penyelenggara

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus:lb'likota
Jakarta. S : , o

Sekretarls' Daerah adalah Sekretaris Dasrah Provinsi Daerah: Khusus
lbukota Jakarta. .~ | . : ‘

. Asisten l'f?émerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah

Provinsi paerah Khusus Jbukota Jakarta.

. Satuan"kerja Perangkat Daerah -yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah ‘Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah’ Khusus

 Ibukota Jakarta.

. 1
i
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12.
13,
14,
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16.
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18.

- 19.
-+ waktu terteritu yang terdiri dari

. Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provirisi Daerah

Khusus lbukota Jakarta.

Untt Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat UKPD adalah
Unit Kerja SKPD '

. Kepala UKPD adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah

Unit Pelaksana Teknis. selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit
Pelaksana Teknls pada SKPD. :

Kepala UP'Fvgadalah Kepala Umt Pelaksana Teknis pada SKPD

Badan Kepegawalan Daerah selanjutnya dlsmgkat BKD adalah Badan=
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ‘

Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawalan Daerah pada Provinsi -

[Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Walikota adalah Walikota Kota Admmtstrasl di Provinsl Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. -

Bupatl adalah Bupati KabUpaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provlnsl Daerah Khusus lbukota Jakarta ‘ ‘ .

Kantor Kepegawalan KotalKabupaten selanjutnya disingkat K 3 adalah
Kantor Kepegawalan Kota AdmlntstrasUKabupaten Admlmstrasu :

Kepala K 3 adalah Kepala Kantor Kepegawalan Kota Admlmstrasu _

‘ Kabupaten Administrasi.

Pegawai Negeri. Sipill yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawan
Negeri Sipil yang bertugas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

'Cuti adalah Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka

a. Cuti Tah_ynan;
b. Cuti Besar,
c. Cuti Sakit;

d. CUﬂ Berﬁalln

e Cutl Karena Alasan Pentmg. ‘

. 20,

f. CutI Di ;l.fgar Tanggungan Negara.

Pendelegastan Wewenang adalah Pendelegasian sebagian Wewanang'

dari Gubemur kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk Pemberian
Cutl PNS. .



BAB I
* PENDELEGASIAN WEWENANG -

" Pasal2

' (1) Wewsenang qubérian Cutl PNS merupakan kewenangan Gubermur.

. (2) Kecuali cuti. di luar tanggungan Negara, "Wewenang Pemberian. Cuti -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat
Pemerintah Daerah unfuk memberikan cuti kepada PNS atas nama
Gubernur. '

- (3) Pendelegasian Wewenang Pemb'erién Cuti dari Pejabat sebagaimana
dimaksud pada -ayat (2) tercantum dalam Lamplran Peraturan.
Gubernur inl. . ‘

o BAB I
PROSEDUR PERMINTAAN DAN PENETAPAN CUTI
 Pasal3 -

Sefiap PNS yang akan mengambil cuti,-harus mengajukan permohonan
.cutf kepada Pejabat yang berwenang melalul atasan langsung secara
berjenjang dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan sesuai

dengan jenis cuti yang diminta.

Pasal :4

Permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur
sebagal berikut : : '

a. Cuti Tahunan diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebefum
tanggal mulai cuti; ' ' ' :

'b. Cuti Besar diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum
tanggal mulal cuti; . - . -

c. Cuti Sakit diajukan selambat-larnbat_nya' 2 {dua) hari setelah yang
bersangkutan dinyatakan sakit; ‘ _

d. Cuti Bersalin diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum
tanggal mulai cuti; - _

e. Cuti karena Alasan Pehting diajukan'selambat—lambatnya pada tangga’l
mulai cutl; dan ' : :

f Cuti diluar tanggungan Negara disampaikan selambat-lambatnya
-3 (tiga) bulan sebelum tanggal mulai cuti; '



Pasal 5

"(1) Aiasan langsung  berkewajiban menelii ~dan memberikan
‘pertimbangan atas permohonan cuti PNS dimaksud dan selanjutnya
menyampalkan kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti.

(2) Pejabat yang berwenang ' sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
berkewajiban menetapkan dan menyelesaikan permohonan cuti PNS
dimaksud sesuai dengan cuti yang diajukan oleh PNS berdasarkan -
ketentuan peraturan perundang-undangan, '

(3) Cuti' yang diberikan oleh Gubemnur, Sekretaris Daerah, Asisten -
" Pemerintahan permohonannya disampaikan kepada Kepala BKD.

Pasal 6

Kepala Kartor, Kepala Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi yang mengajukan cuti sebelum ditetapkan oleh -
Pejabat  yang  berwenang terlebih dahulu harus diketahui oleh
Wallkota/Bupati Administrasi. , .

Pasal 7

(1) Surat cuti diberikan kepada. PNS dan/atau atasén langsungnya:
" selambatdambatnya 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mulai
cuti. ’ , ‘

(2) PNS yang mulai mengajtikan pennohonan cuti, tidak dibenarkan
meninggalkan tugasnya ‘sebelum  surat cuti yang bersangkutan
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang kecuall Cutj Sakit dan Cuti
Alasan Penting. o

(3) PNS yang meninggalkan tugasnya sebelum .cuti ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang adalah merupakan pelanggaran terhadap
disipiin Pegawal. ' o :

- BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8

(1) Pemberian cuti PNS .gleh Pejabat yang diberikan wewenang wajib
" melaporkan kepada Guberur setiap bulan Maret, Juni, September dan
Desember melalui : - _ : , a

a. BKD :bagi PNS yahg bertugas pada tingkat Provinsi.

b. K3 bagl PNS yang bertugas ;'padaLIngkungan Kota Admihistraéil
Kabupaten Administrasi. - : .

(2) BKD béﬁ(ewajiban membuat . evaluasi -pelaksanaan Cutl Pegawal
pada setfap akhir tahun. R - A
]

(3) Pendeteif;asian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti P_NS yang
' tidak “dizstur dalam Peraturan Gubemur it merupakan wewenang
‘Gubemur sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hey



Diundangkan di Jakarta .
14 Desember 200%

pada tanggal

BAB V"
SANKSI
. Pasal9

(1) Terhadap Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal"
wewenang dan prosedur pemberian cuti PNS serta tidak memberikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara berkala maka
akan dikenakan sanksi sesual. dengan ketentuan peraturan

“perundang-undangan tentang Disiplin PNS.

(2) PNS yang‘". meninggalkan tugasnya sebelum cuti ditetapkan oleh
' Pejabat yang berwenang akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan
Pemerintafi *Republik indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipll. '

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

. Pada saat Peraturan Gubernur inl mulai. beriaku, Keputusan Guberﬁur 5

Nomor 1874 Tahun 1992 tentang Wewenang dan Prosedur Pembérian
lzin' Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Khusus .
ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. :

. ’ Pasal 11
Peraturan Gubemur inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

‘Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan péngundangan,Peraiuran

Gubernur inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta. ' ‘ 3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
- IBUKQTA JAKARTA,

. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS

KQTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 187 - ‘ . _



Lampiran ; - Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

seluruh staf di Lingkungannya

yang mengambil Cui Sakit
kecuall Lurah

Ibukota Jakarta -
Nomor 185 TAHUN 2009
‘ Tanggal 4 Desember 2009
Wali st ~e Supan ‘ | o]
e | Fapoktatopal saday spekr PorbaTGp | opala Pusosas
nang : . - : ; : ntor/Kepala u Dinas urah/Kepala
No. | menandatangani Sekretars Daerah Asisten Pemerintahan Kepala Din tpol PP/ Kepala Biro . Kota KabupatenvKepala Kocamatan
Sekretarls DPRD/Direkiur :
po UPT/Camat
: RSUD
1 2 3 4 5 . ‘ &6 - 7 B
1. | Cutl Tahunan PNS yang -menduduki PNS yang mendudukl | PNS  yang  mendudukl PNS yang menduduki | PNS yang menduduli Jabalan { PNS yang menduduki Jaatan
Jabatan Eselon it Jabatan Eselon il pada | Jabatan Eselon M, IV dan Jabatan Eselon IV dan | Eselon IV dan seluruh staf di | Eselon IV dan seluruh saf di
‘ Biro - seluruh staf di Lingkungannya | seluruh staf & Lingkungannya Lingkungannya kecuall Lurah Lingkungannya
2. | ‘cuti Besar PNS yang mendudukl | PNS yang menduduid | PNS  yang menduduki | PNS  yang  menduduid : .
Jabatan Eselon It Jabatan Eselon !l pada | Jabatan . Eselon- I, IV dan Jabaten Eselon IV dan|
: _ Biro_ seluru staf di Lingkungannya | sekuruh staf di Linglangannya |
3. | Cuti Sakdt PNS yang. mendudukl.| PNS = yang menduduki | PNS yang " mendudukl | PNS.  yang menduduki | PNS yang mendudiiki Jabatan PNS g‘aﬂagg .
Jabatan Eselon )i yang | Jabatan Eselon. HI pada | Jabatan- Eselon i, iV yang | Jabatan Eselon: IV yang | Eselon IV dan sefuruh staf di Eselon IV dan seluruh staf di
mengambil Cuti Sakit | Biro yang mengambil Cutl | mengambil Cuti Sakit selama | mengambil Cutt Sakit selama | Lingkungannya yangy mengambil | Lingkunganmya yang mengambil
selama 1 (satu) tahun | Sakit selama 6 (enam) | 15 {ima belas) hari atau lebih | 15 (lima belas) -hard atau | Cuti Sakit kurang dari 15 | Cuti Sakit kurang dari 15 (lima
's.d; kurang. dari 1 % { bulan atau lebih sampal | sampal dengan Kurang dari | lebih sampai dengan kurang | (Ima belas) - hari kecuali belag) hari .
(satu setengah) tahun _ |} kurang dari 1 (satu) tahun ] 6 {enam) bulan . %n.m (enam) butan Lurah : ‘ -
4. { Cutl Bersalin 'PNS yang menduduki | PNS yang menduduki [ PNS  yang “mendudukl | PNS  yang  menduduki | PNS  yang  menduduki PNS yang  mendudukd
. Jabatan Eselon Jabatan Eselon (Il pada | Jabatan Eselon W, IV dan Jabatan Eselon IV dan | Jabatan Esefon IV dan | Jabatan Eselon IV dan
, Biro seluruh staf di Lingkungannya selurub staf & Linglamgannya | seluruh staf di Lingkungannya selurh staf di Lingkungannya
: . + . kecuali Lurah - - ) :
" 5.l cutikarena | PNS ydhg mehduduki | PNS  yang mendudukl | PNS  yang  menduduki | PNS - yang menduduid | PNS - . yang  menduduki PNS yang _ mendudukl
alasan Penting | Jabatan Eselon 1l Jabatan Eselon il pada | Jabatan Eselon l, IV dan -Jabatar ‘Eselon V- dén-| Jabatan ‘Egélon- [V dan{ Jabatan' Eselon IV dap
) . Biro - seluruh staf di Lingkungannya | seiuruh staf di Lingkunganaya | seluruh staf di Lingkungannya
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GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA, |




